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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Tragedi berdarah Talangsari yang menewaskan ratosang, baik
dewasa, perempuan dan anak—anak telah terjadi lsemibelas tahun silam.
Namun usaha untuk menyingkap penyebab tragedi mlkanl tersebut terus
dilakukan berbagai kalangan, terutama lembaga Sw@adsasyarakat dan para
korban.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peristiwva padmab 7 Februari
1989 di Dusun Talangsari lll Desa Rajabasa LamagakKatan Way Jepara
Lampung Tengah, terjadi setelah adanya rangkaiaistipe beberapa waktu
sebelumnya. Pada tanggal 27 Januari 1989, Camatléfaya, Zulkifli mengirim
surat kepada Kapten Soetiman (Danramil Way Jepayahg isinya
memberitahukan bahwa di Dusun Talangsari ada yaetakokan kegiatan
mencurigakan yang berkedok pengajian. Selanjutra@a ganggal 5 Februari,
malam hari, aparat Kodim Metro menyergap 6 orangys& jamaah pimpinan
Anwar alias Warsidi (dalam pembahasan berikutnyaangang digunakan untuk
menyebut tokoh ini adalah Warsidi) di dusun Talanigsetika sedang melakukan
ronda. Kemudian pada tanggal 6 Februari, Mayor &il@dga mendapat intruksi
dari komandan Garuda Hitam Lampung Kolonel HendigoRo agar melakukan

upaya pendekatan terhadap kelompok Anwan{po,18/02/1989: 15).



Kedatangan rombongan yang terdiri dari Kapten Suwetj Camat
Zulkifli Malik, Kapolsek Way Jepara Lettu (pol) Chddar, Kepala Desa Rajabasa
lama Amir Puspa Mega serta sejumlah anggota KordamlHansip (seluruhnya
berjumlah 20 orang) di dusun Talangsari di samlartgdn penyerangan yang
dilakukan oleh anggota jamaah pimpinan Warsidi,ingg/a melukai anggota
Koramil Koptu Yatin serta menewaskan Kapten Soetirffempo 18/02/1989:
15-16).

Paska peristiwa tersebut, tanggal 7 Februari 1B&88rem Garuda Hitam
043, Kolonel Hendro Priyono mengepung Dusun Talangiengan persenjataan
lengkap bahkan pasukan itu masih di lengkapi dedgarbuah helikopter tempur

(http://www.rakyatlampung.com/mod.php?mod=publishep&viewarticle&cid=

10&artid=438820 Maret 2008, 21:54), serta pengepungan daripégguru yaitu

dari Paku Aji (utara), Kalahang (selatan) dan gamusan pusat desa Rajabasa
Lama (timur) sehingga terjadi bentrokan antara Koré43 Garuda Hitam
Lampung dengan jamaah pimpinan Warsidi. Dalam pagetakelompok jamaah
Warsidi mereka menganggap Talangsari sebagai Madivegga bagi mereka
memiliki kewajiban untuk mempertahankannya dariggaman pihak luar, dari
upaya mempertahankan diri ini pada akhirnya menikaloukorban baik harta
maupun nyawa, hingga menewaskan 246 warga dukilfagisen diantaranya
adalah wanita dan anak—anak (Awwas, 2000: 101).

Setelah peristiwa ini, anggota kelompok di intinsidbaik secara fisik
maupun mental. Fakta ini diduga patut terkait dangarnyataan Pangdam II

Sriwijaya, R. Sunardi, bahwa “kasus Lampung hargesa di tuntaskan: 19 di



tahan 250 orang di lacak’Kémpas 22/02/1989). Dari pernyataan tersebut
menunjukkan betapa berbahayanya kelompok jamaadh tmjau dari kacamata
pemerintah terutama Angkatan darat.

Dalam kasus ini, terdakwa dalam peristiwa Talangsah jaksa di tuduh
melakukan perbuatan makar dengan maksud menggarRi&acasila dan UUD
1945 dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta bertujuanggulingkan pemerintahan
Republik Indonesia yang di proklamasikan 17 Agudi®45, sehingga perbuatan
itu dapat menimbulkan keresahan di kalangan masgataas dan mengganggu
keamanan serta ketertiban umum yang dapat membaraykeselamatan
berdirinya negara Republik Indonesia, oleh kareta pelaku peristiwa ini
dianggap telah melanggar UU No.11/PNPS/1966 (UWé&nsil) pasal 55 ayat 1
KUHP. Dengan tuduhan ini, para pelaku dapat di minlcakuman mati. Tuntutan
ini patut di duga berkaitan dengan pernyataan Mdétdeam Soedomo di harian
Pelita sepekan setelah terjadinya peristiwa Talangsanwha “Pelaku kasus
Lampung subversif'Relita 14/02/1989).

Peristiwa yang terjadi di Talangsari tidak biséihdt sebagai kasus
kejahatan biasaofdinary crimg, namun merupakan kejahatan luar biasa yang
termasuk kedalam kategori pelanggaran berat hait asmusiagross violation
of human righ) Kekerasan militer yang terjadi pada peristiwa nmerupakan
tindakan nyata yang dilakukan oleh militer untuknemibkan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai tindak lanjatam kebijakan—kebijakan
pemerintah Soeharto. Kebijakan tersebut amat &rlisebelum terjadinya

penyerbuan Korem 043 Garuda Hitam Lampung di witaperkampungan



Talangsari. Lebih jauh, peristiwa ini diikuti demggernyataan, pembenaran,
penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengaéilaadap korban serta
masyarakat yang dianggap terkait dengan kasudbterse

Abdul Syukur (2003: xx) mengemukakan bahwa pergiiwv merupakan
kasus terakhir, dan boleh jadi puncak dari seraagkperistiwa berdarah yang
mempertentangkan antara tentara dengan kelompokata®engan demikian
dapat dipahami bahwa peristiwa Talangsari merupgkarcak benturan politik
antara komunitas Islam melawan pemerintah - Orde Bwgamg berusaha
menerapkan asas tunggal Pancasila di Indonesiaauah demikian, peristiwa
ini tidak terlalu dikenal oleh publik jika dibandjkan dengan peristiwa yang
terjadi di Tanjung Priuk pada tanggal 12 SeptemS&d.

Peristiwa—peristiwa yang terjadi pada masa Ordei Bangat kompleks
serta merupakan problematika yang dapat kita ketsdyperti tergambar dalam
pemberitaan yang di lakukan oleh surat kabar. Demikalnya dengan peristiwa
yang terjadi di dusun Talangsari lll Desa Rajaldam@aa, kecamatan Way Jepara
Lampung Tengah ini dapat kita ketahui dari pembant pers. Namun
pemberitaan yang di' lakukan oleh pers tidaklah rsepeya terbebas dari
pengontrolan yang di lakukan oleh pemerintah Oralellyang sedang berkuasa
pada saat itu. Kondisi pers pada masa Orde Bapatdata ketahui setidaknya
seperti yang di kemukakan oleh Eep Saepulloh HA@90: 47) bahwa:

“memasuki Orde Baru, posisi pers mau tidak mau riikektualisasikan

kedalam kerangka modernisasi dan penataan terkbnmulisesuaikan

dengan kondisi perpolitikan dan perekonomian yarepitik beratkan
pada pembangunan yang ber-orientasi pertumbuhamosko dan

dipagari stabilitas politik memaksa pers menyumtkeran politiknya
dan meninggalkan ciri-ciri formal.



Ketergantungan pers baik lokal maupun nasional atEp sistem
perpolitikan di Indonesia juga tercermin dari munga kewajiban pers yang
diatur dalam undang—undang pers sebagaimana yetapé&t dalantnsiklopedi
Nasional Indonesiavolume 17 (1990: 50) yang menyatakan bahwa:

“Menurut penjelasan UU No. 21/1982, pasal-pasabrdalUU No.

11/1966 pada hakikatnya mencerminkan aspirasi @egan Orde Baru

untuk mewujudkan suatu sistem pers nasional yamgilikeciri—ciri: (1)

dari segi idiil, secara aktif, kreatif, dan positiiemberi sumbangan

kearah tegaknya kehidupan demokrasi Pancasilajgi2)segi material,
secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangaarah tegaknya
demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasaln8ang-undang

Dasar 1945, dengan pengelolaan usaha penerbitardpkrdonesia; (3)

secara professional, bernafaskan kebebasan yangnéggung jawab,

dengan dukungan keterampilan dibidang pengabdiayayg mampu
memberi isi serta bobot kepada asas kebebasan lyartgnggung
jawab”.

Menurut ketentuan tersebut, pers di Indonesia aatigh memiliki lima
kewajiban, yaitu:pertama, mempertahankan, membela dan mendukung serta
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara mumikdasekuenKedua,
memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berdasatmanokrasi pancasila.
Ketiga, memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dababdsan pers.
Keempat, membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresiblusioner
dalam perjuangan menentang Imperialisme, Komunidare Fasisme diktator.
Kelima, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktiiurarevolusioner.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pers yandisdadalah pers
yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan markée yang benar dan

menyalahkan yang salah kendati kebenaran dan kesalidéu bersifat relatif.

Namun setidaknya pers selalu berpegang teguh pammlanayang berlaku di



lingkungan pers tersebut berada. Hal ini mengandamig bahwa pers yang
memiliki idealisme tidak berarti harus menentangneentah untuk membela
rakyat. Dalam konteks pemerintah pada posisi yasghs penentangan dan
kritikan dapat di lakukan. Namun kalau pemerintattach posisi benar, maka
menjadi hal yang tidak salah jika justru pers hammmbela pemerintah dan
meluruskan prasangka masyarakat. Namun apapun rgardayang diberikan
surat kabar, bagaimanapun merupakan refleksi dikaps pendirian dan
keyakinan para redaktur pers yang bersangkutamdailagsinya sebagai institusi
sosial yang hidup di tengah—tengah masyarakat (ré&a)\2000:1-2).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemberitgang di lakukan
oleh surat kabaKompasdan Lampung Posterhadap peristiwa yang terjadi di
dusun Talangsari Ill, Desa Rajabasa Lama, Kecamdtap Jepara, Lampung
Tengah pada tanggal 7 Februari 1989. Ada beberdaganamendasar mengapa
studi ini difokuskan pada pemberitaan yang di lakukleh surat kabdfompas
dan Lampung post diantaranya adalah ditinjau dari jumlah pembaea d
persebarannya serta keakuratan informasi yangikiasa

Surat kabar Kompas merupakan pers pembangunan yang bersifat
nasional, didalam pemberitaan mengetengahkan gspék, ekonomi, sosial,
budaya dan keamanan, walaupun terbit di JakKaapasjuga beredar di Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta kotatetar lainnya di luar pulau
Jawa. Sehingga pemberitaan yang di lakukan mencaaga yang luas,
pemberitaanKompas mengedepankan suara Orde Baru yang menitik beratka

pada pembangunan dan Pancasila. Disampingmmpasyang didirikan oleh



P.K Ojong dan Jacop Oetomo merupakan surat kalsgona yang memberikan
perhatian secara khusus terhadap peristiwa yajagliteli Talangsari pada tanggal
7 Februari 1989. hal ini dapat dilihat dari lamapganberitaan terhadap peristiwa
ini (pemberitaan di lakukan oldkompasmulai dari tanggal 10 Februari hingga
18 Maret 1989). Di samping itKcompasmemiliki visi sebagai agen sejarah, yaitu
menciptakan masyarakat Indonesia yang demokradisiops, dan propesional.
Sedangkan misinya adalah mengabarkan dan menyebgfceimasi. Sehingga
Kompasdapat dijadikan rujukan dalam pemberitaan bahkgrkan untuk karya
ilmiah (Adam, 2003: 144).

Sedangkan surat kabeampung Posadalah harian umum yang terbit di
Lampung, tempat terjadinya peristiwva. Pemberita@mgy di lakukan oleh
Lampung Posterutama yang berkaitan dengan masalah politik ldgamanan
selalu dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kdokal lainnya yang ada di
daerah Lampung karena keakurasian berita dan dgoin objektif walaupun
kantor redaksinya pernah menjadi sasaran bom mwoéotggota jamaah pimpinan
Warsidi beberapa waktu sebelum terjadinya peristiivd alangsari.Lampung
Posttermasuk bagian dari Media Group yang berpusdgakiartal ampung Post
adalah koran tertua yang terbit di Lampung. Disamgpitu, surat kabar ini
memiliki persebaran yang sangat luas di berbagasda masyarakat. Dengan
demikian surat kabakKompasdan Lampung Posimemiliki peran yang sangat
penting dalam menginformasikan berita—berita yaddgead dan akurat.

Berangkat dari masalah diatas, penulis bermaksudyamgkat peristiwa

Talangsari ini kedalam sebuah penelitian yang deatjtPeristiwa Talangsari 7



Februari 1989 Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas dampung Post”.
Adapun maksud yang terkandung secara umum dalaml jedsebut adalah
tanggapan, opini, sikap serta pendirian yang dimkan oleh surat kabar
Kompasdan Lampung Postkang tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok
serta karikaturnya terhadap peristiwa penyerangarg \dilakukan oleh Korem
043 Garuda Hitam Lampung dan di bantu oleh Polresy \@epara terhadap
kelompok pengajian yang di pimpin oleh Warsidi dsdn Talangsari (pada saat
di kukuhkan pada tanggal 1 Januari 1988 bernamandtiglangsari Ill, dusun ini
terletak kurang lebih 9 kilometer arah utara wilayaministratif Desa Rajabasa
Lama), kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampungahefsgkarang masuk
kedalam wilayah kabupaten Lampung Timur) proviramnpung pada hari selasa

tanggal 7 Februari 1989.

1.2 Rumusan dan Pembatasan M asalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terddpgierapa
permasalahan yang akan menjadi kajian di dalamlipaneini. Permasalahan
pokok yang akan dikaji adalah: “bagaimana sikap gandangan surat kabar
KompasdanLampung Posterhadap peristiwa yang terjadi di dusun Talangsar
pada tanggal 7 Februari 19897?".

Untuk lebih memfokuskan dan memperjelas kajian mgka penulis
merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sdimgait:

1.Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Tgdari 7 Februari

1989?.



2.Bagaimana pandangan surat kakampasdalam menyikapi peristiwa
yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Febrl@8D?.

3.Bagaimana pandangan surat kabampung Postdalam menyikapi
peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggaé@ruari 19897.

4.Bagaimana sikap pemerintah terhadap peristiwva ygargadi di
Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989 berdasapieanberitaan

surat kabaKompasdanLampung po$t.

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari penulisan skripsi iniladantuk memenuhi
salah satu syarat dalam menyelesaikan akademikrgmnogarjana di Jurusan
Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Sedangkan tujuan yagig di capai secara
khusus dalam penelitian ini adalah untuk menemukaenganalisis serta
mengemukakan mengenapertama mengungkapkan fakta ataupun sebab
terjadinya peristiwa Talangsari 7 Februari 1988dua, bagaimana pandangan
surat kabaKompasdanLampung Postlalam menyikapi peristiwa yang terjadi di
Talangsari pada tanggal 7 Februari 19B8tiga, bagaimana sikap pemerintah
terhadap peristiwa yang terjadi di Talangsari péalaggal 7 Februari 1989

berdasarkan pemberitaan surat kdb@mpasdanLampung post

1.4 Manfaat Penulisan
Penulisan penelitian ini hendaknya dapat memberkteazanah dalam

penulisan skripsi terutama dalam masalah—masakat serta menambah sumber



bacaan sejarah yang ilmiah. Oleh karena itu, pemaéngharapkan penelitian ini

dapat memberi manfaat kepada:

a. Masyarakat umum/peminat sejarah, dengan adanya lit@eneini

C.

diharapkan masyarakat  khususnya para peminat akejanampu

memahami bahwa peristiwa yang terjadi di Talangsaritidak hanya

berdampak pada para pelaku saja, namun juga bemdnderhadap
perkembangan perpolitikan di Indonesia hingga saaerta berpengaruh
pada perkembangan penulisan sejarah lokal. Derngrarkén masyarakat
diharapkan semakin peka terhadap peristiwva—pe&astrang terjadi di

lingkungannya.

Bagi penulis/peneliti, hasil penelitian yang di ngkan dalam bentuk
skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan @ampaman tentang
berbagai hal yang terjadi pada masa Orde Baru khyauperistiwva yang
terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1988amping itu,

penulisan penelitian ini digunakan oleh penulisage salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pendidikan di Jurusandidé@n Sejarah

FPIPS UPI Bandung.

Bagi Jurusan pendidikan Sejarah dan Mahasiswaail Ipenelitian ini

diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan baghasiswa yang

mengambil mata kuliah sejarah lokal.
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1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan penelitian ini, penulis menggumagistematika
sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengarabeberapa pokok
pikiran yang berkenaan dengan latar belakang mnfasab@rumusan dan
pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaatipemupenjelasan judul serta
sistematika penulisan penelitian dalam kajian ini.

Bab 1l. Tinjauan kepustakaan. Pada bab ini di kgasuraian tentang
sumber—sumber yang di dalamnya terdapat berbakts, fRonsep, generalisasi
serta pendapat para ahli sejarah. Selain itu pabarb juga penulis membahas
konsep usrah dan teori konflik yang akan digunakitam menganalisis
penelitian yang berjudulPeristiva Talangsari 7 Februari 1989 Dalam
Pandangan Surat Kabar Kompas dan Lampung.post

Bab lll. Metodologi penelitian. Dalam bab ini pelsumengungkapkan
rangkaian kegiatan serta cara—cara yang di temjgihpenulis dalam melakukan
penelitian mengenai peristiwa yang terjadi di du$alangsari tanggal 7 februari
1989. rangkaian penelitian tersebut akan di jalvedexara terperinci dari mulai
persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan lapongfit@® mengenai peristiwva
Talangsari tanggal 7 Februari 1989 dalam pandasgsaat kabaKompasdan
Lampung Post.

Bab IV. Pembahasan. Didalam bab ini penulis bemisaimtuk
mendeskripsikan hasil penelitian mengenai lataaKaelg terjadinya peristiwa

Talangsari 7 Februari 1989, sejarah berdirinyatdtabarKompasdanLampung
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Post serta pandangan surat kaBampasdanLampung Postdalam menyikapi
peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggieBruari 1989 yang kemudian
dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah secastenstis dengan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaua sesuai dengan
EYD.

Bab V. Kesimpulan, dalam bab ini penulis akan mengekan
kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yaap teajukan dalam rumusan
masalah penelitian mengenai peristiwa yang terddusun Talangsari pada

tanggal 7 Februari 1989.

12



